
Menimbang : a . 

W A L I KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 5 TAHUN 2024 

T E N T A N G 

PERUBi^.HAN ATAS P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO NOMOR 8 

TAHUN 2023 T E N T A N G TAMBAHAN PENGITASILAN APARATUR S I P I L 

NEG ARA D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

D E N G A N RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

WAL I KOTA GORONTALO, 

bahwa tambahan penghasi lan pegawai d ibe i ikan u n t u k 

meningkatkan kesejahteraan ASN di l ingkungan 

Pemerintah Daerah ; 

bahwa Peraturan Wal i Kota Nomor 8 T a h u n 2023 tentang 

Tambahan Penghasi lan Aparatur Sip i l Negara D i 

L ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, be lum 

menampung kondis i dan Ii:ebutuhan Pemerintah Daerah 

sehingga per lu d iubah; 

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

pada h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan Peraturan 

Wal i Kota Gorontalo tentang Perubahan Atas Pera turan 

Wa l i Ko t a Gorontalo Nomor 8 T a h u n 2023 tentang 

T a m b a h a n Penghasi lan Aparatur Sip i l Negara Di 

L ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 

Pasa l 18 ayat 6 Undang-Undang Dasa r Negsira Republik 

Indonesia T a h u n 1945; 

Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 19159 tentang 

Pembentukan Daerah-daexah Tingkat I I di Su lawes i 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Mengingat : 1. 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WAL! KOTA GORONTALO NOMOR 8 

TAHUN '.2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL 

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan pegawai diberikan untuk 

meningkatkan kesejahteraan ASN di lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

c. 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19!59 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturd 

Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Atas 
Peratura� 

Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara RepubliJ 

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINS! GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 5· TAHUN 2024 

TENT ANG 

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, belum 

menampung kondisi dan kebutuhan Pemerintah Daerah 

sehingga perlu diubah; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

Mengingat 

. 
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Nomor 74, Tambahan L( ;mbaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentan:^ Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2003 

Nomor 47 , Tambahan ]:^embaran Negars. Republ ik 

Indonesia Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 20C»4 tentang 

Pemer iksaan Pengelolaan dan Tanggung J a w a b Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 

Nomor 66, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4400) ; 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (l^embaran Negarji Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Norior 244, T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 T a h u n 2022 tentang C ip ta Ket ja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2023 Nomor 4 1 , T a m b a h a n Lembeiran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 6856) ; 

7. Undang-Undang Nomor 20 T a h u n 2023 tentang Aparatur 

Sip i l Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2023 Nomor 141 , Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 6897) ; 

8. Pera turan Pemerintah Nomor 94 T a h u n 2i321 tentang 

Dis ip l in Pegawai Negeri Si]3il (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2 0 2 1 Nomor 202 , Tambahan Lembarar 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6718) ; 
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Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Norn or 1 Tahun 2004 ten tang 

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparat4 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi� 

Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran 
NegarJ 

Republik Indonesia Nomor 6897); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2016 Nomor 114, T a m b a h a n Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana te lah 

d iubah dengan Pera turan Pemerintah Nomor 72 

T a h u n 2019 tentang Perubahan Atas Pera turan 

Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2019 

Nomor 187, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 6402) ; 

10. Pera turan Pemerintah Nomor 11 T a h u n 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Neg<3ri S ip i l (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 63 , T a m b a h a n 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Ncmor 6037) 

sebagaimana te lah d iubah dengan Pera turan Pemerintah 

Nomor 17 T a h u n 2020 tentang Perubahan Atas Pera turan 

Pemerintah Nomor 11 T a h u n 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri S ip i l (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 6477) ; 

1 1 . Pera turan Pemerintah Nomor 49 T a h u n 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ker ja 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2018 

Nomor 224, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 6264) ; 

12. Pera turan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T a h u n 2 0 1 9 Nomor 42 , Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6322) ; 

13. Pera turan Pemerintah Nomor 30 T a h u n 2019 

tentang Peni la ian Kiner ja Pegawai Negeri S ip i l (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesiia T a h u n 2 0 1 9 Nomor 77 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesie 

Nomor 6340) ; "'·'"" ( - W.!H 

"'� """ • 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembar n Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888i sebagaimana telah 

diubah dengan Peratura.n Pemerintah Nornor 72 

Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

10. Pera:turarr Pernerintah Nornor 11 Tahurr 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

11. Peraturarr Pernerirrtah Nomor 49 Talrun 2018 rerrtarr 

Manajemen Pegawai Pernerintah dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republi 
Indonesia Nomor 6264); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 

tentang. Penilaian Kinerj.a Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, 

I 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6340); 
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14. Pera turan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi B i r ok ras i Nomor 34 T a h u n 2 0 1 1 tentang 

Pedoman E v a l u a s i J a b a t a n ; 

15. Pera turan Menteri Pendayagunaan Apara tur Negara dan 

Reformasi B i r ok ras i Nomor 63 T a h u n 2 0 1 1 tentang 

Pedoman Penataan Sistera Tun jangan Kiner ja Pegawa 

Negeri; 

16. Pera turan Kepala B a d a n Kepegawaian Negara Nomor 2Ci 

T a h u n 2 0 1 1 tentang Pedoman Penghitungan Tun jangan 

Kiner ja Pegawai Negeri S ip i l ; 

17. Pera turan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi B i r ok ra s i Nomor 45 T a h u n 2012 tentang 

J a b a t a n Pe laksana Pegawai Negeri S ip i l di L ingkungan 

Ins tans i Pemerintah; 

18. Pera turan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi B i r ok ras i Nomor 39 T a h u n 2013 tentang 

Penetapan Ke las J a b a t a n di L ingkungan Ins tans i 

Pemerintah; 

19. Pera turan Menteri Da l am Negeri Nomor 77 T a h u n 2020 

tentang Pedoman Te lmis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

20. Pera turan Wal i Kota Gorontalo Nomor 8 T a h u n 2023 

tentang T a m b a h a n Penghasi lan Aparatur S ip i l Negara E i 

L ingkungan Pemerintah l io ta Gorontalo (Ber i ta Daera l i 

Kota Gorontalo T a h u n 20213 Nomor 8). 

MEMUTUSKAl^I : 

Menetapkfm 

mac X 
aaia 

SEE \ 

P E R A T U R A N W A L I K O T A T E N T A N G P E R U B A H A N A T A S 

P E R A T U R A N W A L I K O T A G O R O N T A L O N O M O R 8 T A H U N 

2023 T E N T A N G T A M B A H A N P E N G H A S I L A N A P / L R A T U R S I P I L 

N E G A R A D I L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H K O T A ( 5 0 R 0 N T A L 0 . 
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14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nornor 34 Tahun 2011 tentan 

Pedornan Evaluasi Jabatan; 

15. Peraturarr Menteri Pendayagurraan Aparatur Negara d 

Reformasi Birokrasi Nornor 63 Tahun 2011 tentan 

Pedornan Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 
I Negeri; 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nornor 2d 

Tahun 2011 tentang Pedornan Penghitungan 
Tunjangi / 

Kinerja Pegawai Negeri Sip:il; 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dJ 17. 

16. 

18. 

Reformasi Birokrasi Nornor 45 Tahun 2012 tent, 
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkung 

Instansi Pemerintah; 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dJ 

Reformasi Birokrasi Nornor 39 Tahun 2013 tentank 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan InstanJ 

Pemerintah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 

tentang. Pedornan Teknis Pengelolaan 
Keuangf 

Daerah; I 

20. Peraturan Wali Kata Gorontalo Nomor 8 Tahun 202f 
tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara 9i 
Lingkungan Pernerintah Kata Gorontalo (Berita Daer 

Kata Gorontalo Tahun 2023 Nomor 8). 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan : PERATURAN WALi KOTA TENTANG PERUBAHAN 
ATAf 

PERATURAN WALi KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 

2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL 

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO. 
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Pasa l I 

Ketentuan Pasa l 9 ayat (1) dan ayat (2) Pera turan Wal i Kota Gorontald 

Nomor 8 T a h u n 2023 tentang T a m b a h a n Penghasi lan Aparatur Sip i l Negara 

D i L ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Ber i ta Daerah Kota Gorontalo 

T a h u n 2023 Nomor 8) d iubah sehingga Pasa l 9 berbunyi sebagai ber ikut : 

Pasa l 9 

(1) T P P t idak d iber ikan kepada: 

a . A S N yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjiaj i 

Bierja (PPPK) dan Galon Pegawai Neg;eri S ip i l . 

b. /iSN jmng diberhent ikan sementgira ka r ena menjadi tersang^a 

t indak p idana dan d i tahan; 

c. A S N yang sedang menjalani C u t i d i luar Tanggungan Negara; 

d. /xSN yang sedang menja lani C u t i Be sar dan C u t i Melahirkan; 

e. ASN yang menja lani cut i ka r ena a l a san penting (selama menjalaijii 

cuti ) ; 

f. ASN yang bekerja pada B a d a n L a y a n a n U m u m Dcierah dengajn 

pendapatan B a d a n L a y a n a n Umum Daerah setiap T a h u n lebih dajri 

Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Mil iar Rupiah) ; 

g. i^SN yang menduduk i j aba tan fungsional gu ru dgm fungsional 

l^engawas yang mener ima tunjangan profesi; 

h . ASN yang bebas tugas u n t u k menja lani m a s a pers iapan pens iun; 

dan/a tau 

i . ASN yang me l aksanakan Tugas Elelajar di luar domisil i Prov ins i 

( jorontalo. 

(2) Se la in ketentuan sebagaimana d imaksud da lam ayat (1), ASN tiddk 

diber ikan T P P apabi la d i jatuhi h u k u m a n dis ipl in dengan ketentuen 

sebagai ber ikut : 

a . H u k u m a n dis ipl in r ingan kategori pernyataan tidak puas , t id^k 

mener ima T P P se lama k u r u n w a k t u 1 (satu) bu lan ; 

b. H u k u m a n dis ipl in sedang, t idak mener ima T P P sielama kun jm 

w^x\ w a k t u 2 (dua) bu lan ; dan/atau 

c. H u k u m a n dis ipl in berat, t idak mener ima T P P se lama kunjm 

ssjiB *y w a k t u 3 (tiga) bu lan ; 

S E DA A 

i 

1 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Gorontal · 

Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negar 

Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontal 

Tahun 2023 Nomor 8) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 9 

fl) TPP tidak diberikan kepada: 

a. A.SN yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanji 

Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil. 

b. ASN yang diberhentikan sernentara karena menjadi tersangt 
tindak pidana dan ditahan; 

c. ASN yang sedang menjalani Cuti diluar Tanggungan Negara; 

d. ASN yang sedang menjalani Cuti Besar dan Cuti Melahirkan; 

e. ASN yang menjalani cuti karena alasan penting (selarna menjalafi 
cuti); 

f. ASN yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah dengan 

pendapatan Badan Layanan Umum Daerah setiap Tahun lebih dari 

Rp.100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah); 

g. 

h. 

i. 

ASN yang menduduki jabatan fungsional guru dan fungsional 

pengawas yang menerima tunjangan profesi; 
I 

ASN yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiuI 1 

; 

dan/atau 

ASN yang melaksanakan Togas Belajar di luar dornisili Provin i 

Gorontalo. 

TPP selama kuJn menerima Hukuman disiplin berat, tidak 

waktu 3 (tiga) bulan; 

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ASN tidak 

diberikan TPP apabila dijatuhi hukurnan disiplin dengan 
ketentur ' 

sebagai berikut : 

a. Hukuman disiplin nngan kategori pernyataan tidak puas, tiJk 
menerima TPP selama kurun waktu 1 (satu) bulan; 

b. Hukuman disiplin sedang, tidak menerima TPP selama ku n 

waktu 2 (dua) bulan; dan/atau 

c. 

(2) 
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(3) Ke t en luan sebagaimana d imaksud pada ayat (2), ber laku pada bulai|i 

ber ikut setelah d i te tapkannya keputusar . h u k u m a n dis ipl in. 

Pasa l I I 

Pera turan Wal l Kota in i be r laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturaj[i 

Wal i Kota in i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kota Gorontalo. 

Ditet apkan di GorontaLa 

pada tanggal, ? o F e b ^ ^ a r i ^ 202jl-

WAL I KOTA GORCH^TAL 

M A R T E X A . TAHA 

D iundangkan Gorontalo 

pada tanggal, 20 i ? ; eb ruar i 2024 

S E K R E T A l ^ l S D A E R A H KOTA GORONTALO, 

ISMAl IJ ID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR .5. 
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku pada bulan 

beriku.t setelah ditetapkannya keputusar:. hukuman disiplin. 

Pasal JI 

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal, ?O Fe 111;,µ:i.ri 2024 

l��TALt I 

M�.TAHA 

Diundangkan Gorontalo 

pada tanggal, 20 Pe bruar 1. 

SEKRETARIS D 

2024 

KOTA GORONTALO, 

,,. ""' � """" ·� �Ill 
v 

·""' ·� , / 

BERITA DP.ERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR .5 .. 


